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Kata Pengantar ..

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (law as
tool of social eigeneering) tak pelak menempatkan peraturan perundang-
undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata
kehidupan masyarakat, akan tetapi karena terlalu dominannya peran
pemerintah dan parlemen dalam pembentukan hukum tertulis yang
diselimuti kondisi politik yang tidak demokratis di Indonesia maka
telah menghasilkan potret penegakan hukum yang refresif. Hukum
tidak lagi menampakkan diri sebagai instrumen keadilan dan ke-
manfaatan tetapi lebih menampakkan diri sebagai instrumen ke-
kuasaan yang otoriter yang menonjolkan aspek kepastian dan ke-
adilan prosedural semata.

Dalam era reformasi dan era otonomi daerah sekarang ini muncul
fenomena yang kurang positif di bidang legislasi, yakni, Pertama,
banyak Peraturan perundang-undangan yang yang baru saja di
sahkan oleh Presiden bersama DPR bahkan belum berlaku secara
efektif sudah mau di amandemen bahkan diganti dengan UU yang
barusama sekali karena tidak implementatif dan menimbulkan masalah
sosial baru dalam masyarakat; Kedua, banyak UU yang tidak relevan
dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada dalam masyarakat
Ketiga, Banyaknya Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
yang dicabut oleh Pemerintah Pusat (Mendagri) karena berten-

tangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengancam investasi
di daerah;
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Salah satu Akibat lebih lanjut dari banyaknya produk peraturar,
perundang-undangan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat
adalah larisnya permintaan judiciel review oleh berbagai pihak
terhadap pelbagai undang undang,

Fenomena negatif dalam bidang legislasi ini bisa diminimalisir
jikalembaga pembentuk Peraturan perundang-undangan di Pusat
maupun daerah menggunakan metode partisipatif yakni dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya,

Substansi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-undangan telah men syaratkan
adanya naskah akademik sekaligus partisipasi masyarakat pada
pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini, tenty
saja akan meminimalisir dampak negatif dalam bidang legislasi kalau
sajalembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dan masya-
rakat, serta seluruh stakeholders konsisten dan penuh tanggung
jawab melaksanakannya.

Buku ini memaparkan persoalan pembentukan peraturan per-
undang-undangan dalam perspektif teoritik dan praktis. Buku ini
merupakan cetak ulang (revisi) terhadap buku kami sebelumnya
dengan judul yang sama yang pertama kali terbit pada tahun 2006.

Dengan uraian yang cukup komprehensif kami berharap buku
ini layak menjadi referensi utama bagi Dosen dan mahasiswa Fakultas
Hukum & FISIP, Anggota Parlemen, Birokrasi, Politisi, Praktisi Hukum
dan masyarakat pada umumnya yang merasa memiliki tanggung
jawab membangun legislasi yang responsif dan progresif.

Tentu saja ada banyak pihak yang ikut berperan sehingga buku
ini dapat kami terbitkan. Pihak penerbit Setara Press (LJK dkk) yang
telah bersedia menerbitkan edisi revisi buku ini kami sampaikan
terima kasih; kawan-kawan sejawat & mahasiswa di Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Malang dan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM), serta teman-teman yang ter-
gabung di Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur yang telah
bersedia menerima dan dengan senang hati dalam melakukan

sesrawungan intelektual dengan kami, patut kiranya kami sampaikan
terima kasih.
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Apa yang kami paparkan melalui buku ini sangat jauh dari
sempurna, kami akan menerima dengan tangan terbuka jika khalayak
pembaca bersedia memberikan kritik dan saran konstruktif terhadap
isi dan substansi dari buku ini.

Akhirnya Kepada Allah SWTjualah kami berharap dan berserah
diri.

Malang, Juni 2015

Penulis (SFZ)
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